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I. UMUM

Sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi
masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah
peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya
keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan
manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat
kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah
aliran sungai, provinsi, atau pulau, sehingga lahan pengganti kawasan
hutan juga harus terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi, atau
pulau yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang.
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Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau
Kabupaten/Kota terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan yang belum mengacu pada perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan hasil penelitian terpadu sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004. Perubahan peruntukan tersebut mengakibatkan perbedaan
peruntukan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Perbedaan peruntukan ruang tersebut di atas mengakibatkan
perbedaan acuan dalam pemanfaatan ruang sehingga menimbulkan
ketidakpastian pemanfaatan ruang. Perbedaan acuan dalam
pemanfaatan ruang tersebut harus diselesaikan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah
yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang, wajib menyesuaikan melalui kegiatan
penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan
dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian
pemanfaatan ruang.

Sehingga semua kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan
produksi, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan
peruntukan kawasan hutan kepada Menteri.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
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